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BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR fqoTAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS DAN TA?A KERJA DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BURU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun

201.6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaetn Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Keputusan Bupati Buru Nomor 17

Tahun 2A1"6 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Keq'a dan

Transmigrasi Kabupaten Buru ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Keda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Buru;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun L999 tentang

Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru

dan Kabupaten Maluku ?enggara Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1ggg,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan

Mengingat 1.

b.



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun lggg
tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang

Perimbangan Keuanga.n Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2A1,4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9al
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5SS7)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Arc Nomor 11a);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun

2016 {Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun ZOLG

Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Daerah Kabupaetn Buru Nomor 2 Tahun 201g tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru
Nomor 17 Tahun 2OL6 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran

Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERA?URAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN

SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN

BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Buru ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Tenaga Keq'a dan Transmigrasi adalah Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Daerah Kabupaten Buru;

7. Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Daerah Kabupaten Buru;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

9. Kelompok jabatan pelaksana adalah sekelompok Aparatus Sipil Negara
yang beratanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.



BAEI II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI KABUPATEN BURU

Bagran Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru adalah unsur

pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungj awab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagran Kedua

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Ke{a

dan Transmigrasi Kabupaten Buru

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru

tipe A terdiri atas 4 {empat) Bidang dan 1" (satu} Sekretariat;

(2, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri atas 2 (dua)

Sub bagian;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak

2 {dua} seksi;

{41 Susunan Organisasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari;

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat Dinas Membawahkan;

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi membawahkan;



1. Seksi Pengemb€Lngan Ekonomi, Sosial Budaya;
2. seksi Penyiapan sarana dan prasaran Transmigrasi;

d. Bidang Penyiapan Kawasan dan pembangunan pemukiman

Transmigrasi membawahkan ;

1. seksi Penyiapan dan penyelesaian Lahan Transmigrasi;
2. seksi Perencanaan Kawasan dan pembangunan pemukiman;

e. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek membawahkan;
1. seksi Persyaratan Kerja dan Hubungan Industrial;
2. Seksi Pengupahan Jamsostek dan Perselisihan Hubungan

Industrial;

f' Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
membawahkan;

1. Seksi Pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja;
2. seksi Informasi pasar Kerja dan Analisis produktifitas;

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kepala Dainas

Pasal 5

(U Kepala Dinas Tenaga Kery'a dan transmigrasi mempunyai tugas
Melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan dibidang Ketenaga
kerjaan dan Transmigrasi.

{21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal S ayat
(1), Kepala Dinas Tenaga Kery'a dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

b. Merumuskan rencana jangka panjans, menengah dan tahunan
dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

c. Menyelenggarakan Pengelolaan program/kegiatan dibidang Tenaga
Kerja dan Transmigrasi sesuai kewenangan daerah;

d. Merumuskan kebijakan teknis sesuai petunjuk perundang-
undangan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai
pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan
dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

e. Merumuskan pedoman ker.1'a dan prosedur kerja di lingkungan
dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;



f. Melakukan pengendalian Pembinaan, dan evaluasi

program/kegiatan yang terkait dengan urusan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi di Kabupaten;

g. Melakukan koordinasi dan konsultasi program dinas Tenaga Keq'a

dan Transmigrasi dengan instnasi terkait;

h. Melakukan Pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan

serta memberikan sangsi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun

sewaktu-waktu kepada atasan;

j. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIS DINAS

Pasal 6

{U Sekretaris Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan

administrasi, kepegawaian, koordinasi dan pengendalian program,

pelaporan, urusan umum dan urusan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1), sekretarisdinas mempunyai tugas:

a. Mengkoordinir penyusunan perumusan pedoman operasional kerja

sekretariat dinas sesuai arah dan sasaran yang telah ditetapkan

sebagai pedoman kerja;

b. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan

perencanaan serta administrasi keuangan;

c. Mengkoorinasikan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan

pada seluruh bidang untuk diteruskan kepada kepala dinas;

d. Memberi dan mengkoordinir pelayanan administrasi kepada Kepa1a

Dinasdan Bidang di lingkup Tenaga Keq'a dan Transmigrasi;

e. Mengatur dan mengendalikan urusan kepegawaian keuangan dan

perencanaan;

f. Menyusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat)

dengan cara mempelajari dan membuat telahaan pelaksanaan

waskat sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi

berkala dan tahunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;



h. Mengatur dan mendistribusikan tugas serta member petunjuk
kepada bawahan pada lingkup secretariat Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

i' Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan
SKP setiap akhir tahun;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

{1) KepaJa sub Bagran umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan dan menyelenggarakan urusan administrasi umum,
perlengkapan dan kepegawaian.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun renca.na program dan kegiatan sub bagian umum dan
kepegawaian

b. Menyeleggarakan pelayanan administrasi umum, kepegwaian,
perlengkapan;

c. Menginventarisir pengadaan, mengelola dan memelihara serta
pengamarlan alat-alat perlengkapan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

d. Mengupulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan
urusan kepegawaian berupa DUK, Bezzeting, Analisis Jabatan,
Kenaikan Pangkat, Kenaikan Berkala, Mutasi serta administrasi
kepegawaian lainnya;

e. Mengkoordinir kegiatan pelayanan kerumah tanggaan dan
keprotokolan sesuai rencalla kebutuhan dinas;

f. Mengatur penditribusian suat keluar dan surat masuk sesuai
permasalah€rnnya agar penyampaian ketujuan tepat waktu;

g. Meminta arahan dan petunjuk tentang pelaksanaarl program dan
kegiatan dari pimpinan;

h' Mengatur dan mendistribusikan tugas serta memberikan petunjuk
kepada bawahan pada sub bagian umum dan kepegawaian;

i. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi,
berkala dan tahunan sub bagian;

j. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan
SKP setiap akhir tahun;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;



Pasal 8

(1) Kepala sub Bagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan serta
melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi perencanaan.

{2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepala sub bagran perenca,naan dan keuangan mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan

dan keuangan;

b. Mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan kerja
serta penganggaran lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

c. Menyusun DPA/DppA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. Mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP DAN

LPPD;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi keuangan dan
menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Emggaran secara berkala;

f. Melakukan verifikasi penggunaan anggaran dilingkup Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;

g. Menghimpun daftar transaksi, dokumen keuangan, jurnal serta
melakukan pemeriksaan atas ketengkap€Lnnya;

h. Mengkoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHp);

i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan;

j. Membina dan memotifasi bawahan dalam upaya peningkatan
produktifitas dan pengembangan karier;

k. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi,
berkala dan tahunan sub bagian keuangan;

1. Menyampaikan laporan tentang perkembangan program dan
kegiatan perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

m. Meminta arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan program dan
kegiatan dari pimpinan;

n. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan
SKP setiap akhir tahun;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



BIDANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Pengembclngan Masyarakat Transmigrasi mempunyai
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan

bimbingan teknis serta melakuan evaluasi terhadap penyelenggaraan

pemerintah di bidang Pembinaan Pengemba.ngan Masyarakat dan
Kawasan Transmigrasi.

t2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepala bidang pengembangan masyarakat transmigrasi mempunyai

tugas:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan

masyarakat dan kawasan transmigrasi;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang pengembangan

masyarakat dan kawasan transmigrasi;

c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang
pengembangan masyarakat dan kawasan trasmigrasi; dan

d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang

masyarakat dan kawasan dan transmigrasi;

e. Melaporkan hasil kegiatan BidangPengembangan Masyarakat

Tran smigrasikepada atasan ;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya ytrtgdiberikan oleh atasan.

Pasa] 10

(U Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian

bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan

Usaha Ekonomi.

{2} Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kepala seksi pengembangan ekonomi sosial budayamempunyai

tugas:

a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi
Pengembangan Usaha Ekonomi;

b. Menghimpun Peraturan Perundanng-undangan, pedoman, dan

petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha
Ekonomi'



c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan

kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi;

d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan
kegiatan PengembanganUsaha Ekonomi;

e. Menyiapakan bahan dan naskah kedasama pelaksanaan kegiatan
Pengembangan Usaha Ekonomi;

f. Menyediakan informasi pengembangan investasi dalam rangka
pembangunan WPT atau LpT skala provinsi;

g. Melaksanakan mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam
rangka pembangunan WpT atau Lpl skala provinsi;

h. Melakukan koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan
pengembangan masyarakat kawasan bidang usaha ekonomi;

i. Melakukan sinkronisasi dan pengusulan rencana pelayanan dan
pengembangan masyarakat UPT / kawasan transmigrasi skala
provinsi;

j. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan
informasi tentang perkembangan wpr atau Lpr skala provinsi;

k. Melaksanakan koordinasi pengembangan usaha masyarakat di WpT
atau LPT skala provinsi;

1. Melakanakan penilaian transmigrasi telad.an; dan
m. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan meyampaikan laporan

pelaksanaan tugas Seksi pengembangan usaha Ekonomi.

Pasal 11

t1) Kepala Seksi Penyiapan Sarana dan Prasaran Transmigrasi mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusarl kebijakan pelaksanaan dan
pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang
pengembangan Sarana dan prasarana Kawasan.

{21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

{1}, kepala seksi penyiapan sarana dan prasaran
transmigrasimempunyai tugas :

a. Mengelola administrasi dan menyusun program ke{'a seksi
pengembangatl Sarana dan prasarana Kawasan;

b. Menghimpun Peraturan perundang-undangan,pedoman,dan

petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Kawasan;
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c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan

kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan;

d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan
kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan dengan
unit kerja terkait;

e. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan pengembangan

imfrastruktur WPT atau LPT skala provinsi;

f. Mengusulkan calon wPT atau Lpr yang dapat dialihkan
tanggungjawab pembinaan Khususnya dalam skara provinsi;

g. Melaksanakan pengendalian dan supervisi pelaksanaan rehabilitas
pengembangan sarana dan prasarana skala provinsi;dan

h. Menyiapkan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan sarana dan
Prasarana Kawasan.

BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN

PEMUKIMAN TRANS MIGRASI

Pasal 12

(1) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman
Transmigrasimempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norrna, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Pemukiman Transmigrasi.

12) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepala bidang penyiapan kawasan dan pembangunan pemukimam.

transmigrasi mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan operasionalBidang Penyiapan Kawasan

dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang penyiapan

Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi anak dan
lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban
perdagangan orang.

c. Melaksanakan kebijakan di bidangdi bidang Penyiapan Kawasan

dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi anak dan lanjut usia,



penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan

orang.

Menyusun bahan norfila, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
Penyiapan Kawasan dan Pembangunan pemukiman Transmigrasi

anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan
korban perdagangan. orarlg.

Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan superrrisi di bidang
Penyiapan Kawasan dan Pembangunan pemukiman Transmigrasi

anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan
korban perdagangan orang.

Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
di bidang Penyiapan Kawasan dan pembangunan pemukiman

Transmigrasi anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan
tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Melaksanakan koordinasi bidang penyiapan Kawasan dan
Pembanguna.n Pemukiman Transmigrasidengan instansi terkait;
Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang penyiapan

Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi.

Melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada Bidang penyiapan

Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasisesuai

dengan tugas dan kewenangannya;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Pemukiman Transmigrasi.

Melaporkan hasil kegiatan Bidang penyiapan Kawasan

Pembanguna"n Pemukiman Kawasan Transmigrasikepada atasan.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Penyiapan dan Penyelesaian Lahan Transmigrasi

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusarl dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norna, standar, prosedur, dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan superrrisi,serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyiapan Kawasan pembangunan

Pemukiman Kawasan Transmigrasi.

d.

e.

g.

h.

i.

j.

k.

t.
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{21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepala seksi penyiapan penyelesaian lahan transmigrasimempunyai
tugas:

^. Menyusun rencana kegiatan Seksi dan Penyiapan Penyelesaian
Lahan Transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang
Penyiapan Penyiapan peneyelesaian Lahan Transmigrasi.

c. Menyiapakan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan

Penyiapan Peneyelesaian Lahan Transmigrasi.

d. Menyiapkan bahan koordinasi Bidang penyiapan dan
Peneyelesaian Lahan Transmigrasidengan Unit/ Instansi terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan nofina, standar, prosedur,
dan kriteria seksiPenyiapan dan Penyelesaian Lahan Transmigrasi.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan
pemantauan di bidangpenyiapan dan penyelesaian Lahan
Transmigrasi.

g. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksipenyiapan

dan Peneyelesaian Lahan Transmigrasi.

h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada SeksiPenyiapan dan
Peneyelesaian Lahan Transmigrasi sesuai tugas dan
kewenangannya.

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang
berkaitan dengan tugas Seksi Penyiapan dan Penyelesaian Lahan
Transmigrasi.

j. Melaporkan hasil kegiatan SeksiPenyiapan dan Penyelesaian Lahan
Transmigrasi kepada atasan.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

(U Kepala Seksi Perencanaan Kawasan dan Pembangunan pemukiman

mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan keb{jakan, penyusunan norrna, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidangpenyiapan Kawasan pembangunan

Pemukiman Kawasan Transmigrasi.

t2l Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1), kepala seksi perencanaan kawasan dan pembangunan
pemukimanmempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan seksipenyiapan Kawasan
Pembangunan Pemukiman Kawasan Transmigrasisebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang
Penyiapan Kawasan pembangunan pemukiman Kawasan
Transmigrasi.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebUakan di bidang penyiapan

Kawasan Pembangunan pemukiman Kawasan Transmigrasi.
d. Menyiapkan bahan koordinasi Bidang penyiapan Kawasan

Pembangunan pemukiman Kawasan Transmigrasidengan
Unit/Instansi terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur,
dan kriteria subbidang penyiapan Kawasan pembangunan

Pemukiman Kawasan Transmigrasi.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan
pemantauan di bidang penyiapan Kawasan pembangunan

Pemukiman Kawasan Transmigrasi.

g. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi penyiapan

Kawasan Pembangunan pemukiman Kawasan Transmigrasi;
h. Melaksanakan penilaian kinerl'a pegawaipada seksi penyiapan

Kawasan Pembangunan Pemukiman Kawasan Transmigrasi sesuai
tugas dan kewenangannya.

i. Memberikan sarar dan pertimbangan kepada atasan yang
berkaitan dengan tugasseksi penyiapan Kawasan pembangunan

Pemukiman Kawasan Transmigrasi.
j. Melaporkan hasil kegiatan subbidang penyiapan Kawasan

Pembangunan Pemukiman Kawasan Transmigrasi kepada atasan.
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK

Pasal 15

(1) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek mempunyai tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian



bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan
Jamsostek.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(U, kepala bidang hubungan industriar dan jamsostek mempunyai
tugas:

b. Menyusun rencana kegiatan operasional Bidang Hubungan
Industrial dan Jamsostek sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

c. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidangHubungan
Industrial dan Jamsostek.

d. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan
Industrial dan Jamsostek.

e. Menyusun bahan nofina, standar, prosedur, d.an kriteria di bidang
Hubungan Industrial dan Jamsostek.

f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidangHubungan Industrial dan Jamsostek.

g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporan pelaksanaan

kebijakan di bidangHubungan Industrial dan Jamsostek.
h. Melaksanakan koordinasi Bidang Hubungan Industrial dan

Jamsostekdengan instansi terkait.

i. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasikegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan
Industrial dan Jamsostek.

j. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Hubungan
Industrial dan Jamsostek sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang Hubungan Industrial
dan Jamsostek.

l. Melaporkan hasil kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan
Jamsostek kepada atasan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal L6

tU Kepala Seksi Persayaratan Kerja dan Hubungan Industrial mempunyai

tugas Melakukan penylapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan n"orrna, standar, prosedur, dan kriteria,



pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Persayaratan Kerja dan Hubungan
Industrial.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(U, kepala seksi persayaratan kerja dan hubungan industrial
mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan seksi persyaratan Kerja dan
Hubungan Industrial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang
Persyaratan Kerja dan Hubungan Industrial.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan

Ker;'a dan Hubungan Industrial.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang persyaratan Keda dan
Hubungan Industrial dengan Unit/ Instansi terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur,

dan kriteria subbidang persyaratan Kerja dan Hubungan
Industrial.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan
pemantauan di bidang Persyaratan Kerja dan Hubungan Industrial.

g. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi

kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbidang
Persyaratan Kerja dan Hubungan Industrial.

h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada subbidang
Persyaratan Kerja dan Hubungan Industrial sesuai tugas dan
kewenangannya.

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan

tugas Subbidang Persyaratan Kerja dan Hubung€ul Industrial.
j. Melaporkan hasil kegiatan Subbidang Persyaratan Kerja dan

Hubungan Industrial kepada atasan.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

{1) Kepala Seksi Pengupahan Jamsostek dan Perselisihan Hubungan
Industrial mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusarr
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan nofina, standar, prosedur,

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengupahan

Jamsostek dan Perselisihan Hubungan Industrial.



{21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kepala seksi pengupahan jamsostek dan perselisihan hubungan

industrial mempunyai tugas:

a. Menyusun renca.na kegiatan Seksi Pengupahan Jamsostek dan

Perselisihan Hubungan Industrial sebagai pedoman pelaksanaan

tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang

Pengupahan Jamsostek dan Perselisihan Hubungan Industrial.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengupahan

Jamsostek dan Perselisihan Hubungan Industrial.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang Pengupahan Jamsostek dan

Perselisihan Hubungan Industrial dengan Unitl Instansi terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur,

dan kriteria Subbidang Pengupahan Jamsostek dan Perselisihan

Hubungan Industrial.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan

pemantauan di bidang Pengupahan Jamsostek dan Perselisihan

Hubungan Industrial.

g. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi

kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbidang

Pengupahan Jamsostek dan Perselisihan Hubungan Industrial.

h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbidang

Pengupahan Jamsostek dan Perselisihan Hubungan Industrial

sesuai tugas dan kewenangannya.

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan

tugas Subbidang Pengupahan Jamsostek dan Perselisihan

Hubungan Industrial.

j. Melaporkan hasil kegiatan Subbidang Pengupahan Jamsostek dan

Perselisihan Hubungan Industrial kepada atasan.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN DAN

PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

Pasal 18

{1) Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan
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pelaksanaan kebijakan, penyusunan norrna, standar, prosedur, dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Penempatan

Pelatihan dan Produktilitas Tenaga Kerja.

{2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(U, kepala bidang penempatan, pelatihan dan produktifitas tenaga

kerja mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan operasional Bidang Penempatan,

Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerjasebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang penempatan,

Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;

c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penempatan,

Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Keq'a;

d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

Penempatan, Pelatihan dan Produktilitas Tenaga Kery'a;

e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

Penempatan Pelatihan dan Produkti{itas Tenaga Kerja;

f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporan pelaksanaan

kebijakan di bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas

Tenaga Keq'a;

g. Melaksanakan koordinasi Bidang Penempatan, pelatihan dan

Produktifitas Tenaga Kerja dengan instansi terkait;
h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang penempatan

Pelatihan dan Produkti{itas Tenaga Kerja;

i. Melaksanakan penilaian kineq'a pegawaipada Bidang Penempatan

Pelatihan dan Produktilitas Tenaga Keq'a sesuai dengan tugas dan

kewenangannya;

a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan

tugas dan fungsi Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktifitas
Tenaga Ke{a.

b. Melaporkan hasil kegiatan Bidang Penempatan Pelatihan dan

Produktilitas Tenaga Kerja kepada atasan.

a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 19

(1) Kepala Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai
tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga

Kerja.

l2l Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud. pada ayat
(1), kepala seksi pelatihan dan penempatan tenaga ker.l'a mempunyai

tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelatihan dan Penempatan

?enaga Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusulran perumusan kebijakan di bidang

Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kery'a.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebiiakan di bidang Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang Pelatihan dan Penempatan

Tenaga Kery'a dengan Unit/Instansi terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur,

dan kriteria subbidang Pelatihan dan Penempatan Tenpge Kerja.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan telcris, supervisi dan
pemantauan di bidangPelatihan dan Penempatan Tenaga Keq'a.

g. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi

kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas subbidang
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Keq'a.

h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbidang Pelatihan

dan Penempatan Tenag Kerja sesuai tugas dan kewena.ngannya.

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan

tugas Subbidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Keda.
j. Melaporkan hasil kegiatan Subbidang Pelatihan dan Penempatan

Tenaga Keda kepada atasan.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 2O

{1) Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktifitas
mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan rlor:rna, standar, prosedur, dan
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kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan superrrisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingn dan

pemberdayaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kepala seksi informasi pasar kerja dan analisis produktifitas
mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Informasi Pasar Keg'a dan

Analisis Produktifitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang

Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktifitas.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Informasi

Pasar Kerja dan Analisis Produktifitas.

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang Informasi Pasar Keqja dan

Analisis Produktifitas dengan Unitllnstansi terkait.

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur,

dan kriteria Subbidang Informasi Pasar Keq'a dan Analisis

Produktifitas.

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan

pemantauan di bidang Informasi Pasar Kerja dan Analisis

Produktifitas.

g. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi

kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi Informasi

Pasar Kerja dan Analisis Produktifitas.

h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi Informasi

Pasar Ke{a dan Analisis Produkti{itas sesuai tugas dan

kewenangannya.

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan

tugas Subbidang Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktifitas.
j. Melaporkan hasil kegiatan seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis

Produktifitas kepada atasan.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Tenaga Keg'a dan Transmigrasi

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara



vertikal dan horiz.orttal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun

antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta

instansi lain sesuai dengal tugas masing-masing.

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan

Kepala Seksi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi

penyimpangarl agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

{2) Sekretaris Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk

serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan

laporan pelaksanaan tugasnya.

t3) Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan laporan

pelaksanaan tugasnya.

(41 Kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk

serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas untuk
menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat

waktunya.

{5) Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk menyampaikan

laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIANDAN ESELON

Pasal 24

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian

diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
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Pasal 25

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah
mengikuti seleksi Pejabat tinggi pratama sesuai ketentuan peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(3) Kepala Bidang di angkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi
syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

t4l Kepala Sub bagian dan Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan perundang-
Undangan yang berlaku.

Pasal 26

tl) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b. {pejabat
Tinggr Pratama)

{21 sekretaris Dinas merupakan Jabatan struktural Eselon III.a
(3) Kepala Bidangmerupakan Jabatan struktural Eselon III.b
{4) Kepala Sub bagia dabn Kepala Seksi merupakan Jabatan Strukturai

Eselon IV.a

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 27

Bagan Susunan Organisasi Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Buru sebagaimana tercantum daram lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati
Buru Nomor 73 Tahun 2Al7 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata KerjaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten Buru.

pengundangan

Berita Daerah

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 08 Desember 201g

f sernrrnRrs DAERAH f
KABUPATEN BURU,

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal O8 Desember 201g

UY

RAM YIB MASUG]

Paraf Koordinasi

Kabag Ortala
/

Kabag Hukum
I

?B

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR IAIO
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